
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang ada, dapat disimpulkan sebagai

berikut

1. Bahwa penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata ada pengaruh

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun amat kecil,

walaupun demikian bermanfaat bagi Pemerintah Desa karena dapat

menambah besarnnya Anggaran Penerimaan maupun Belanja Desa.

2. Pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata antara Pemerintah

Kabupaten dengan Pemerintah Desa belum ada ketentuan sebagai hasil

perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa,

Pembagian hasil Pendapatan ditentukan sepihak oleh kabupaten yang

berupa kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk daerah

Kabupaten Bantul yang ada pembagian pendapatannya dari sektor

pariwisata hanya di Gua Cerme dimana 60 % ke Pemerintah Daerah dan

40% ke Pemerintah Desa.

B. Saran

Dari hasil pendapatan obyek wisata, dan didalam pembagian hasil

pendapatan itu sebaikanya desa-desa yang terdapat tempat obyek wisatanya
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melakukan perjanjian dengan pemerintah Kabupaten Bantul supaya ada

peraturan yang secara tegas mengenai pembagian pendapatan tempat obyek

wisata.
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